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 ABSTRAK  

 
Sengketa lelang hak tanggungan sering kali terjadi akibat eksekusi yang 

dilakukan secara melawan hukum oleh kreditur. Hal ini menimbulkan 
kebutuhan akan perlindungan hukum yang tepat bagi debitur. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum dalam 
penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan serta untuk mengidentifikasi 
tantangan yang dihadapi debitur akibat tindakan kreditur yang beritikad tidak 
baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, 
yang meliputi studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta analisis kasus-kasus yang relevan melalui telaah putusan pengadilan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia belum secara 
jelas mengatur penyelesaian sengketa eksekusi lelang yang dilakukan secara 
melawan hukum. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam putusan 
pengadilan terkait sengketa ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
diperlukan perbaikan dalam regulasi hukum pertanahan dan perbankan untuk 
memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur. Rekomendasi juga 
diberikan untuk menyusun panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani 
sengketa lelang hak tanggungan. 

Mortgage auction disputes often occur due to unlawful execution by creditors. 

This raises the need for appropriate legal protection for debtors. This study 
aims to analyze the application of legal protection in resolving mortgage 
auction disputes and to identify the challenges faced by debtors due to bad 
faith actions by creditors. The research method used is a normative legal 
approach, which includes a study of applicable laws and regulations and an 
analysis of relevant cases through a review of court decisions. The results of 
the study indicate that Indonesian national law does not clearly regulate the 
resolution of auction execution disputes carried out unlawfully. In addition, 

there is a lack of uniformity in court decisions related to this dispute. This 
study concludes that improvements are needed in land and banking law 
regulations to provide better protection for debtors. Recommendations are 
also provided to develop clear guidelines for judges in handling mortgage 
auction disputes. 

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA . 
This is an open access article under the CC BY-SA license. 

 

PENDAHULUAN  

Pembangunan nasional di sektor ekonomi merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 (Teebay & Payne-James, 2025). Penyediaan modal merupakan salah satu 

faktor penentu dalam kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Pendanaan dari pihak lain diperlukan untuk 

meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif bagi masyarakat perorangan atau badan usaha agar dapat 

mendukung kegiatan usahanya (Manurung, 2015). Dalam pelaksanaannya penerima kredit atau yang disebut 

juga dengan debitur mengajukan permohonan pinjaman kepada kreditur dengan menyertakan syarat-syarat 

yang dibutuhkan oleh kreditur (M Bahsan SH, 2020). Apabila dipandang debitur telah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan oleh kreditur, maka permohonan yang diajukan oleh debitur akan ditindak lanjuti dengan 
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pemberian kredit. Pemberian kredit yang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan dari kreditur dan 

debitur kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Kredit (Gatot Supramono, 2014).   

Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik ialah memberi kredit kepada nasabahnya. 

Jika dilihat dari suduk pandang ini cukup tepat rumusan bank yang diberikan oleh Mac Leod, yang 

menyebutkan: ”Bank is a Shop For The Sale of Credit” (Terjemahan bebas: Bank adalah Toko Penjualan 

Kredit), (Thomas Suyatno, 1995).  Oleh karena itu tidak mengherankan, apabila ada yang berpendapat bahwa 
bank adalah sebagai tempat meminjam uang (Pettanase et al., 2023). Kredit sebenarnya adalah kepercayaan, 

suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, 

bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari mana pun asalnya serta kepada siapapun (Salim, 2016). 

Pengertian kredit diberikan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) 

Juncto Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor No.6845, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
Undang-undang perbankan tidak mencantumkan secara tegas dasar hukum perjanjian kredit. Namun, 

berdasarkan pengertian kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam 

meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dengan debitur) 

(Winarno, 2013). Masalah pinjam meminjam sendiri diatur dalam Buku III Bab ke tiga belas Pasal 1754 

KUHPerdata disebutkan pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan 

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat 

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang 

sama pula (Pamungkas et al., 2023). Selanjutnya Pasal 1765 KUHPerdata disebutkan, bahwa diperbolehkan 

memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian (Harsono 

& Wirjodarsono, 1996). 

Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan 
perjanjian tambahan dalam arti apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan akan dilelang 

untuk melunasi utang-utang tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 224 HIR, surat grosse dari 

akta hipotik dan surat utang yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia yang berkepala “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Dengan demikian, apabila 

ada jaminan yang diikat dengan akta notaris, dalam hal debitor tidak mampu melunasi utangnya maka jaminan 

dapat langsung dieksekusi (Erlina & Gunawan, 2022). 

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya 

(Fathiyah, n.d.). Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, 

karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang (Gatot Supramono, 

2013).  Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak diterbitkannya UU No. 4 Tahun 1996 Lembaran 
Negara Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

(selanjutnya disebut dengan UU Hak Tanggungan), maka jaminan kebendaan atas tanah tunduk kepada 

undang-undang ini. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan, disebutkan Hak Tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Ginting, 2016). 

Eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan 

bahwa: “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, yang dapat diartikan bahwa kreditur selaku pemegang hak 
tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Negara dan 

Lelang (KPKNL), (Puspasari et al., 2020). 

Setelah pandemi covid-19, proses lelang dilakukan secara online melalui aplikasi lelang milik KPKNL. 

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang. Setelah proses lelang selesai akan langsung dibagi hasil lelang yang dipergunakan untuk membayar 

bea lelang, pajak dan lain lain (Izza, 2022). Lelang merupakan proses paling efektif dan effisien namun tak 

lepas dari risiko dalam pelaksanaannya. Selanjutnya pemenang lelang mendapatkan risalah lelang yang 
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dipergunakan untuk balik nama pemenang lelang. Namun dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan 

tidak selalu berjalan dengan baik, terutama apabila pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut 

dilakukan oleh kreditur dengan itikad tidak baik. Bahkan dari beberapa putusan perkara yang akan dianalisa 

oleh Penulis, terdapat beberapa gugatan yang diajukan oleh Debitur Pemilik Jaminan selaku Penggugat karena 

pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan Kreditur selaku Tergugat tidak memenuhi 

persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan lelang eksekusi hak 
tanggungan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik (Rerung et al., 2017). 

Penelitian terhadap penyelesaian sengketa eksekusi hak tanggungan dalam hak kreditur tidak beritikad 

baik ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan selanjutnya dapat 

dirumuskan secara jelas dan menyeluruh tentang rasio legis, serta penerapan secara tepat prinsip, kriteria dan 

karakteristik perlindungan hukum terhadap debitur pemilik jaminan terhadap eksekusi lelang hak tanggungan 

yang dilakukan kreditur tidak beritikad baik dalam pertimbangan hukum Hakim di Indonesia, sehingga 

penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan 

untuk menambah kajian akademik, serta secara praktis bermanfaat untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai perumus kebijakan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan Pertanahan dan 

peraturan perundang-undangan Perbankan (Arnanda et al., 2023). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur 

pemilik jaminan dalam penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan, serta meneliti penerapan prinsip keadilan 
dalam proses eksekusi lelang yang dilakukan oleh kreditur beritikad tidak baik. Selain itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menyusun rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik hukum terkait penyelesaian 

sengketa lelang hak tanggungan di Indonesia (Ferdinansyah et al., 2024). 

Manfaat dari penelitian ini bersifat teoretis, yaitu menyumbangkan pemahaman dan kajian akademik 

tentang perlindungan hukum dalam konteks sengketa lelang hak tanggungan, serta memperkaya literatur 

hukum yang ada. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan rekomendasi bagi 

pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik mengenai perlindungan 

debitur dan penyelesaian sengketa. Di sisi sosial, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai hak-hak debitur dalam proses lelang dan pentingnya keadilan dalam eksekusi hak 

tanggungan (Syafira, 2022). 

 
METODE  

 Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan didukung data 

pendukung berupa putusan dan hasil penelitian dalam bidang hukum perbankan dan pertanahan terutama 

mengenai eksekusi lelang hak tanggungan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004). Dalam melakukan 

penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang terkait dengan eksekusi lelang hak tanggungan dan penyelesaian sengketanya. 

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan 

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan 

undang-undang (Rokib, 2022).  Hasil dari telaah diharapkan dapat menjadi suatu argumen untuk dapat 
memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan sengketa eksekusi lelang 

hak tanggungan yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Syaputra, 

n.d.)vvv. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji ratio decidendi atau reasoning, hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis di dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu 

hukum mengenai sengketa eksekusi lelang hak tanggungan yang sedang penulis teliti (Peter Mahmud Marzuki, 

2005).  Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil (Ian 

McLeod, 1999). Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak 

terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan adalah karena hakim maupun para pihak akan 

mencari aturan hukum yang tepat diterapkan kepada fakta tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Indonesia 

Ke.be.radaan le.lang se.bagai fungsi publik maupun privat sangat dibutuhkan, namun dalam pe.laksanaan 

le.lang khususnya le.lang e.kse.kusi hak tanggungan pote.nsi gugatan sangat tinggi. Gugatan maupun Bantahan 

itu se.ndiri biasanya diajukan se.be.lum pe.laksanaan le.lang dan pasca le.lang. Gugatan se.be.lum pe.laksanaan 

le.lang dimaksudkan ole.h pe.nggugat untuk me.nunda pe.laksanaan le.lang. Dan gugatan atau bantahan pasca 

le.lang sangat be.ragam motif yang me.latarbe.lakanginya. Gugatan umumnya muncul pada saat te.rjadinya 

ke.tidakpuasan se.se.orang. Se.bagai Ne.gara hukum (re.chtstaat), se.tiap warga Ne.gara yang me.rasa hak-haknya 
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te.rlanggar, be.rhak untuk me.ngajukan gugatan ataupun bantahan ke.pada pe.ngadilan se.bagai sarana haknya 

yang te.rlanggar. Gugatan te.rhadap pe.laksanaan le.lang te.rutama e.kse.kusi hak tanggungan se.bagian be.sar 

kare.na pe.rbuatan me.lawan hukum (PMH). 

Hukum hanya me.mungkinkan pihak-pihak yang dirugikan haknya de.ngan adanya pe.rbuatan jual be.li 

le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan me.lalui kantor le.lang, dapat me.mpe.rtahankan hak dan 

ke.pe.ntingannya de.ngan me.ngajukan gugatan ke. pe.ngadilan, de.ngan harapan pe.ngadilan akan me.mbe.rikan 
hukum atas se.ngke.ta yang dihadapinya. Putusan yang dike.luarkan ole.h pe.ngadilan baik tingkat pe.rtama atau 

banding ataupun tingkat kasasi dan bahkan pe.ninjauan ke.mbali (PK) ke.banyakan te.rkait pe.rbuatan me.lawan 

hukum dalam arti luas. Pe.rtimbangan hakim te.rkait pe.rbuatan me.lawan hukum dalam arti luas kare.na 

me.langgar hak te.rmohon le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan atau pe.milik barang dan harga yang tidak obje.ktif 

dan tidak re.alistis dan te.rlalu re.ndah se.hingga be.rte.ntangan de.ngan ke.patutan se.rta ke.wajiban hukum si pe.njual 

untuk me.ngoptimalkan harga jual le.lang, yang akhirnya be.rte.ntangan de.ngan ke.patutan dalam masyarakat. 

Dalam be.rbagai putusan, de.ngan dikabulkannya pe.titum pe.nggugat te.rkait pe.rbuatan me.lawan hukum dalam 

arti luas yaitu pe.laksanaan le.lang e.kse.kusi hak tanggungan me.langgar hukum namun le.mbaga pe.radilan tidak 

se.rta me.rta me.nyatakan risalah le.lang batal de.mi hukum atau bahkan pe.laksanaan le.lang se.ndiri batal de.mi 

hukum. Dalam salah satu putusan hakim, pe.rtimbangan hakim de.ngan me.nyatakan pe.rbuatan te.rgugat Kantor 

Pe.layanan Ke.kayaan Ne.gara dan Le.lang (KPKNL) yang te.lah me.laksanakan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan 

adalah se.bagai pe.rbuatan me.lawan hukum yaitu te.rkait harga yang te.rbe.ntuk dari le.lang te.rlalu re.ndah atau 
dibawah harga pasaran. Implikasinya dari putusan te.rse.but adalah, yaitu: 

1. Barang ke.mbali ke.pada sisi se.mula atau dalam ke.pe.milikan si pe.nggugat/de.bitur, maka otomatis hak 

pe.mbe.li le.lang atas obje.k le.lang akan be.rakhir; 

2. Bank kre.ditur tidak be.rhak atas pe.me.nuhan pe.rjanjian kre.dit atau ke.wajiban-ke.wajiban te.re.kse.kusi le.lang 

atas barang obje.k le.lang, barang ke.mbali ke. dalam status barang jaminan. Te.rjadi pe.nundaan untuk 

me.mpe.role.h pe.me.nuhan pe.rjanjian kre.dit dari pihak de.bitur; 

3. Te.rhadap pe.mbe.li le.lang, implikasinya be.rupa hak pe.mbe.li le.lang tidak dilindungi ole.h hukum yaitu 

be.rupa hak-hak yang me.le.kat atas hak atas obje.k le.lang yang dibe.linya tidak dapat dinikmati. 

Putusan hakim yang me.nyatakan pe.rbuatan pe.le.langan yang dilaksanakan KPKNL adalah se.bagai 

pe.rbuatan me.lawan hukum ini sangat me.narik te.rkait argume.ntasi hakim yang me.nyatakan bahwa pe.rbuatan 

le.lang adalah pe.rbuatan me.lawan hukum dikaitkan de.ngan harga le.lang yang te.rlalu re.ndah dari harga pasaran. 
Dalam le.lang hak tanggungan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) ke.tika kre.ditur pe.me.gang 

hak tanggungan akan me.ngikuti le.lang be.rapapun harganya ataupun te.rkait nilai obje.k yang akan dile.lang 

minimal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) wajib de.ngan pe.nilai inde.pe.nde.n. Pe.ngaturan ini sangat 

me.narik kare.na se.lama ini pote.nsi gugatan dari le.lang e.kse.kusi hak tanggungan Pasal 6 UUHT me.nduduki 

pe.ringkat te.rtinggi nasional dalam gugatan yang harus dihadapi ole.h KPKNL di se.luruh Indone.sia. Pe.jabat 

Le.lang Ke.las I/KPKNL se.bagai age.n dari pe.njual se.ring dire.potkan ole.h pihak pe.njual de.ngan 

se.ringnya be.racara di Pe.ngadilan kare.na adanya gugatan le.lang e.kse.kusi hak tanggungan Pasal 6 UUHT ini. 

Nilai Limit pada Le.lang None.kse.kusi Sukare.la atas barang te.tap be.rupa tanah dan/atau bangunan 

dite.tapkan ole.h Pe.milik Barang, be.rdasarkan hasil pe.nilaian dari pe.nilai. Hal ini juga sangat me.narik kare.na 

dalam le.lang non e.kse.kusi None.kse.kusi Sukare.la atas barang te.tap yang se.ring te.rjadi disinyalir adanya 

pe.nye.lundupan pajak. Te.rutama le.lang yang dilaksanakan ole.h pe.jabat le.lang ke.las II/balai le.lang. Harga yang 
te.rbe.ntuk dalam le.lang jauh di bawah harga pasaran, yang pe.nting te.lah diatas nilai limit. Pe.ne.tapan nilai limit 

ole.h pe.njual se.be.lum pe.ngaturan nilai limit ole.h Pe.raturan Me.nte.ri Ke.uangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 

te.ntang Pe.tunjuk Pe.laksanaan Le.lang ada indiksasi pe.nye.lundupan pajak. Hal ini bisa te.rjadi kare.na adanya 

itikad yang tidak baik antara pe.jabat le.lang ke.las II de.ngan pe.njual se.rta pe.mbe.li me.lalui pe.ne.tapan nilai limit 

se.re.ndah mungkin. Harga yang dicatumkan tidak se.suai de.ngan nilai rupiah yang dibayarkan pe.mbe.li yang 

se.sungguhnya. 

Se.ngke.ta e.kse.kusi le.lang hak tanggungan dapat me.nghambat pe.nye.le.saian ke.wajiban de.bitur dan juga 

dapat me.rugikan hak-hak para pihak yang te.rlibat. Ole.h se.bab itu, dipe.rlukan suatu me.kanisme. pe.nye.le.saian 

se.ngke.ta yang e.fe.ktif se.rta e.fisie.n untuk dapat me.mbe.rikan suatu ke.pastian hukum bagi para pihak. Di 

Indone.sia, me.kanisme. le.lang di atur ole.h be.be.rapa pe.raturan yang me.ncakup prose.dur dan ke.te.ntuan yang 

harus diikuti. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 te.ntang Hak Tanggungan atas Tanah Se.rta Be.nda-Be.nda 

yang Be.rkaitan de.ngan Tanah me.mbe.rikan landasan hukum untuk e.kse.kusi hak tanggungan yang me.liputi 
le.lang ase.t. Se.lain itu, Pe.raturan Pe.me.rintah No. 24 Tahun 1997 te.ntang Pe.ndaftaran Hak atas Tanah me.ngatur 

prose.s administratif yang me.ndukung pe.laksanaan le.lang. Pada bidang pe.radilan, Hukum Acara Pe.rdata 

me.ngatur tata cara pe.laksanaan le.lang yang transparan dan adil. Pe.raturan-pe.raturan ini dirancang untuk 

me.mastikan bahwa prose.s le.lang be.rjalan se.suai de.ngan prinsip ke.adilan dan ke.pastian hukum bagi se.mua 

pihak yang te.rlibat. Di samping Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 te.ntang Cipta Ke.rja yang 

me.nye.de.rhanakan prose.dur e.kse.kusi hak tanggungan, Pe.raturan Me.nte.ri Ke.uangan (PMK) Nomor 122 Tahun 

2023 te.ntang Pe.tunjuk Pe.laksanaan Le.lang me.mbe.rikan pe.tunjuk pe.laksanaan yang le.bih de.tail me.nge.nai tata 
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cara le.lang e.kse.kusi hak tanggungan. Pe.raturan ini me.ngatur langkah-langkah te.knis, se.pe.rti pe.rsyaratan 

administratif, me.kanisme. pe.ngumuman le.lang, prose.s pe.nawaran, dan pe.ne.tapan pe.me.nang le.lang. Hal ini 

be.rtujuan untuk me.mastikan bahwa prose.s le.lang be.rjalan se.cara transparan, adil, dan se.suai de.ngan ke.te.ntuan 

hukum yang be.rlaku, se.hingga me.mbe.rikan ke.pastian hukum yang dibutuhkan bagi se.mua pihak yang te.rlibat 

dalam e.kse.kusi hak tanggungan Prose.s dimulai de.ngan pe.ngajuan pe.rmohonan le.lang ole.h pihak te.rkait, yang 

se.lanjutnya diumumkan se.cara luas me.lalui me.dia massa dan we.bsite. re.smi Dire.ktorat Je.nde.ral Ke.kayaan 
Ne.gara. Pe.laksanaan le.lang dilakukan de.ngan ke.tat se.suai de.ngan jadwal yang te.lah dite.tapkan, dimana 

Pe.jabat Le.lang me.miliki ke.wajiban untuk me.ne.tapkan pe.mbe.li le.lang be.rdasarkan pe.nawaran te.rtinggi yang 

diajukan. 

Pe.ngaturan me.nge.nai me.kanisme. le.lang dalam pe.raturan pe.rundang-undangan te.rkait e.kse.kusi hak 

tanggungan di Indone.sia me.ngacu pada be.be.rapa undang-undang dan pe.raturan yang saling te.rkait. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 te.ntang Hak Tanggungan me.mbe.rikan landasan utama me.nge.nai pe.mbe.ntukan 

hak tanggungan, prose.dur e.kse.kusi, dan me.kanisme. le.lang yang harus diikuti. Hak tanggungan, diatur ole.h 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, me.mbe.rikan jaminan atas pe.lunasan utang me.lalui e.kse.kusi ase.t jika 

de.bitur gagal me.mbayar. Prose.dur e.kse.kusi me.liputi pe.ngumuman le.lang, pe.rsyaratan administratif, dan 

prose.s pe.nawaran. Me.kanisme. le.lang me.ngatur pe.ne.tapan pe.me.nang dan distribusi hasil le.lang untuk 

me.mastikan kre.ditur me.ndapatkan pe.lunasan maksimal, namun se.ring kali te.rjadi se.ngke.ta te.rkait prose.dur 

dan harga yang adil. Me.kanisme. le.lang e.kse.kusi hak tanggungan diatur se.suai Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996, yang me.liputi pe.ngumuman le.lang, pe.rsyaratan administratif, prose.s pe.nawaran, pe.ne.tapan 

pe.me.nang, dan distribusi hasil le.lang untuk me.lunasi utang de.bitur ke.pada kre.ditur. Prose.dur ini be.rtujuan 

untuk me.mastikan transparansi, ke.adilan, dan ke.patuhan te.rhadap hukum dalam pe.nye.le.saian se.ngke.ta te.rkait 

e.kse.kusi hak tanggungan di Indone.sia. Undang-undang ini me.ne.gaskan bahwa e.kse.kusi hak tanggungan dapat 

dilakukan me.lalui le.lang untuk me.mastikan pe.lunasan utang de.ngan cara yang transparan dan adil. 

Te.rkait de.ngan gugatan pe.mbatalan risalah le.lang, se.lama ini ada be.be.rapa orang yang be.rpe.ndapat 

bahwa gugatan pe.mbatalan risalah le.lang harus diajukan ke. Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara (PTUN) kare.na 

me.nganggap risalah le.lang se.bagai suatu Surat Ke.putusan Tata Usaha Ne.gara (SKTUN) se.hingga gugatan atas 

pe.rkara ini harus disidangkan di lingkungan Pe.radilan Tata Usaha Ne.gara yang be.rkaitan de.ngan se.ngke.ta 

Le.lang yang me.ngacu pada Hukum Administrasi Ne.gara khususnya Hukum yang me.ngatur me.nge.nai 

le.lang/auction dan Hukum Acara PTUN. Namun be.rdasarkan yurisprude.nsi Putusan Kasasi Nomor 
312K/KTUN/1996, dalam pe.rtimbangan hukumnya dise.butkan bahwa risalah le.lang bukan Surat Ke.putusan 

Tata Usaha Ne.gara kare.na hanya se.ke.dar Be.rita Acara Pe.laksanaan Le.lang, jadi tidak me.me.nuhi pe.rsyaratan 

Ke.putusan Tata Usaha Ne.gara se.bagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No. 5 tahun 1986. Ole.h kare.na 

itu bukan se.bagai obye.k pe.rkara Tata Usaha Ne.gara. 

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Debitur Pemilik Jaminan Apabila Kreditur Melakukan Lelang 

Hak Tanggungan Secara Melawan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan 

Hukum di Indone.sia te.lah me.mbe.rikan ruang ke.pada pihak-pihak yang dirugikan haknya de.ngan 

adanya pe.rbuatan jual be.li le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan me.lalui kantor le.lang se.cara 

me.lawan hukum, untuk dapat me.mpe.rtahankan hak dan ke.pe.ntingannya de.ngan me.ngajukan gugatan ke. 

pe.ngadilan, de.ngan harapan pe.ngadilan dapat me.mbe.rikan putusan yang se.adil-adilnya atas se.ngke.ta yang 

dihadapinya. Putusan yang dike.luarkan ole.h pe.ngadilan baik tingkat pe.rtama atau banding ataupun tingkat 
kasasi dan bahkan pe.ninjauan ke.mbali (PK) te.rkait de.ngan  gugatan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan 

ke.banyakan te.rkait pe.rbuatan me.lawan hukum dalam arti luas.  

Pe.rtimbangan hakim te.rkait pe.rbuatan me.lawan hukum dalam arti luas kare.na me.langgar hak te.rmohon 

le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan atau pe.milik barang dan harga yang tidak obje.ktif dan tidak re.alistis dan 

te.rlalu re.ndah se.hingga be.rte.ntangan de.ngan ke.patutan se.rta ke.wajiban hukum si pe.njual untuk 

me.ngoptimalkan harga jual le.lang, yang akhirnya be.rte.ntangan de.ngan ke.patutan dalam masyarakat. Dalam 

be.rbagai putusan, de.ngan dikabulkannya pe.titum pe.nggugat te.rkait pe.rbuatan me.lawan hukum dalam arti luas 

yaitu pe.laksanaan le.lang e.kse.kusi hak tanggungan me.langgar hukum namun le.mbaga pe.radilan tidak se.rta 

me.rta me.nyatakan risalah le.lang batal de.mi hukum atau bahkan pe.laksanaan le.lang se.ndiri batal de.mi hukum. 

Dalam salah satu putusan hakim, pe.rtimbangan hakim de.ngan me.nyatakan pe.rbuatan te.rgugat Kantor 

Pe.layanan Ke.kayaan Ne.gara dan Le.lang (KPKNL) yang te.lah me.laksanakan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan 

adalah se.bagai pe.rbuatan me.lawan hukum yaitu te.rkait harga yang te.rbe.ntuk dari le.lang te.rlalu re.ndah atau 
dibawah harga pasaran. 

Pe.ngaturan me.nge.nai pe.rlindungan hukum te.rhadap de.bitur pe.milik jaminan te.rhadap ke.se.we.nangan 

bank se.laku kre.ditur pe.me.gang Hak Tanggungan yang me.lakukan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan se.cara 

me.lawan hukum se.jauh pe.ngamatan Pe.nulis te.rhadap pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rlaku di 

Indone.sia pe.ngaturannya se.cara khusus be.lum yang ada hanya ada pe.ngaturan se.cara umum. Se.bagian be.sar 

pe.rlindungan didapatkan dari putusan Pe.ngadilan te.rkait de.ngan gugatan yang diajukan ole.h de.bitur pe.milik 

jaminan. Pe.rlindungan hukum te.rse.but didapatkan de.bitur pe.milik jaminan dalam amar putusan pe.ngadilan, 
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dimana dalam pe.rtimbangan hakim de.ngan me.nyatakan pe.rbuatan te.rgugat Kantor Pe.layanan Ke.kayaan 

Ne.gara dan Le.lang (KPKNL) yang te.lah me.laksanakan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan adalah se.bagai 

pe.rbuatan me.lawan hukum yaitu te.rkait harga yang te.rbe.ntuk dari le.lang yang te.rlalu re.ndah atau dibawah 

harga pasaran yang dilakukan se.cara se.ngaja ole.h bank se.laku kre.ditur de.ngan indikasi me.njual hutang dan 

bukan be.rusaha me.ncari ke.wajaran harga barang yang dijual atau bahkan se.ngaja me.ncari ke.untungan de.ngan 

be.ke.rja sama de.ngan pe.mbe.li le.lang yang sudah diatur dan dibuat harga le.lang yang re.ndah namun ke.mudian 
se.te.lah itu pe.mbe.li le.lang yang se.jak awal be.ke.rja sama de.ngan kre.ditur me.njual obje.k le.lang de.ngan harga 

tinggi ke.pada pihak ke.tiga de.ngan maksud untuk me.ncari ke.untungan tanpa harus me.nge.mbalikan sisa 

pe.njualan ke.pada de.bitur pe.milik jaminan. Gugatan dalam e.kse.kusi le.lang Hak Tanggungan biasanya te.rkait 

de.ngan harga le.lang yang te.rlalu re.ndah, pe.laksanaan le.lang atas kre.dit mace.t dilaksanakan se.be.lum jatuh 

te.mpo pe.rjanjian kre.dit, tata cara atau prose.dur pe.laksanaan le.lang yang tidak te.pat, misalnya pe.mbe.ritahuan 

le.lang yang tidak te.pat waktu, pe.ngumuman tidak se.suai prose.dur dan lain se.bagainya. 

Luas pokok se.ngke.ta, ruang lingkup gugatan, se.rta ke.lanjutan pokok pe.rkara me.rupakan para pihak 

yang be.rhak untuk me.ne.ntukan se.hingga untuk itu Hakim be.rtitik tolak pada pe.ristiwa yang diajukan para 

pihak (se.cundum alle.gat iudicare.) se.jalan de.ngan ke.te.ntuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Ke.kuasaan 

Ke.hakiman me.nye.butkan bahwa dalam pe.rkara pe.rdata pe.ngadilan me.mbantu pe.ncari ke.adilan dan be.rusaha 

me.ngatasi se.gala hambatan dan rintangan untuk dapat te.rcapainya pe.radilan yang se.de.rhana, ce.pat dan biaya 

ringan. E.ksiste.nsi putusan Hakim yang lazim dise.but de.ngan te.rminologi putusan pe.ngadilan sangat 
dipe.rlukan untuk me.nye.le.saikan suatu pe.rkara pe.rdata te.rmasuk se.ngke.ta le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan. 

Putusan Hakim me.rupakan mahkota se.kaligus puncak dan akta pe.nutup pe.nce.rminan ke.adilan ke.be.naran, 

pe.nguasaan hukum dan fakta, e.tika, se.rta moral dari hakim yang be.rsangkutan. Dalam pe.nye.le.saian se.ngke.ta 

le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan dipe.rlukan suatu putusan yang dapat me.mbe.rikan pe.rlindungan hukum dan 

nilai-nilai ke.adilan untuk para pihak, te.rutama pihak yang dirugikan, kare.na ke.adilan se.ndiri me.rupakan suatu 

asas yang utama dalam putusan Hakim, kare.na dalam me.mbuat putusan, se.orang hakim se.patutnya dalam 

me.nimbang dan me.mutus suatu pe.rkara de.ngan me.mpe.rhatikan asas ke.adilan, ke.pastian hukum dan 

ke.manfaatan agar putusan yang dike.luarkan me.njadi putusan yang ide.al. 

Pe.nulis me.ngangkat hak de.bitur pe.milik jaminan se.bagai pihak yang dilanggar dan harus dibe.rikan 

pe.rlindungan hukum kare.na kre.ditur te.lah me.lakukan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan se.cara me.lawan 

hukum. Be.lum adanya ke.se.ragaman putusan te.rkait se.ngke.ta le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan, ada putusan 
yang me.ngabulkan gugatan namun ada juga me.nolak gugatan de.bitur pe.milik jaminan se.laku pe.nggugat. 

Se.hingga untuk me.mudahkan dalam me.ne.mukan formulasi yang te.pat dalam me.ne.ntukan upaya hukum yang 

paling te.pat yang dapat dilakukan de.bitur pe.milik jaminan untuk me.nye.le.saikan se.ngke.ta le.lang hak 

tanggungan yang dilakukan kre.ditur se.cara me.lawan hukum, maka dalam te.sis ini Pe.nulis akan me.nganalisis 

putusan pe.ngadilan Indone.sia yang me.ngabulkan gugatan se.ngke.ta le.lang e.kse.kusi hak tanggungan yang 

diajukan ole.h de.bitur dan juga putusan yang me.nolak gugatan se.ngke.ta le.lang e.kse.kusi hak tanggungan yang 

diajukan ole.h de.bitur. 

Dalam aturan di bidang le.lang, je.nis le.lang yang me.me.rlukan laporan pe.nilaian untuk me.ne.tapkan Nilai 

Limit adalah be.be.rapa je.nis le.lang e.kse.kusi yang pada prakte.knya se.ring dilaksanakan ole.h pe.rbankan. Dalam 

me.laksanakan aktivitasnya pe.rbankan me.ne.rapkan prinsip utama be.rupa prude.ntial banking principle.. Prinsip 

ini dite.rapkan dalam se.luruh aktivitas pe.rbankan, te.rmasuk dalam prose.s pe.njualan me.lalui le.lang e.kse.kusi 
obje.k Hak Tanggungan. Se.bagai se.buah pe.rbuatan hukum, le.lang yang dilaksanakan diatur ole.h hukum dan 

dilaksanakan de.ngan me.njamin re.asonable.ne.ss dan fairne.ss se.hingga be.rlaku prinsip-prinsip hukum be.rupa 

itikad baik, ke.adilan, ke.pastian hukum, dan ke.patutan. Pe.rlu dike.tahui bahwa pe.ne.rapan prude.ntial banking 

principle. ini juga dite.rapkan dalam pe.ne.tapan Nilai Limitnya. Hal ini se.suai de.ngan prakte.k umum dalam 

pe.rbankan be.rkaitan de.ngan pe.mbiayaan be.rmasalah, yaitu akan dibe.rikan Surat Pe.ringatan I, Surat Pe.ringatan 

II, Surat Pe.ringatan III, dan Surat Pe.rnyataan De.fault hingga akhirnya dilakukan upaya le.lang se.bagai upaya 

hukum te.rakhir. Hal ini me.nunjukkan bahwa le.lang dilakukan se.suai de.ngan aturan yang be.rlaku, baik di 

bidang le.lang maupun di bidang pe.rbankan. De.ngan me.ngikuti aturan yang be.rlaku ini, se.me.stinya dapat 

me.minimalisir ke.mungkinan te.rjadinya pe.rmasalahan te.rkait pe.laksanaan le.lang, baik dari pe.rspe.ktif pe.rdata, 

pidana, maupun pe.nge.lolaan ke.uangan ne.gara. 

Pe.nulis me.milih ke.te.ntuan pe.rundang-undangan se.bagai pisau analisis dalam me.mbahas pe.rmasalahan 

te.rkait de.ngan upaya hukum yang dapat dilakukan de.bitur pe.milik jaminan apabila kre.ditur me.lakukan le.lang 
hak tanggungan se.cara me.lawan hukum. Ke.te.ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan yang Pe.nulis pilih se.bagai 

pisau analisis yakni ke.te.ntuan Pasal 20 ayat (2) UUHT. Ke.adilan dalam pe.nye.le.saian se.ngke.ta e.kse.kusi le.lang 

Hak Tanggungan se.cara te.rsirat te.rtuang dalam ke.te.ntuan Pasal 20 ayat (2) UUHT yang me.nye.butkan: 

“Atas ke.se.pakatan pe.mbe.ri dan pe.me.gang Hak Tanggungan, pe.njualan obye.k Hak Tanggungan dapat 

dilaksanakan di bawah tangan jika de.ngan de.mikian itu akan dapat dipe.role.h harga te.rtinggi yang 

me.nguntungkan se.mua pihak.” 
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Pe.nje.lasan yang dibe.rikan dalam UUHT te.rkait ke.te.ntuan Pasal 20 ayat (2) UUHT adalah   se.bagai 

be.rikut: 

“Dalam hal pe.njualan me.lalui pe.le.langan umum dipe.rkirakan tidak akan me.nghasilkan harga 

te.rtinggi, de.ngan me.nyimpang dari prinsip se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) dibe.ri ke.mungkinan 

me.lakukan e.kse.kusi me.lalui pe.njualan di bawah tangan, asalkan hal te.rse.but dise.pakati ole.h pe.mbe.ri dan 

pe.me.gang Hak Tanggungan, dan syarat yang dite.ntukan pada ayat (3) dipe.nuhi. Ke.mungkinan ini 
dimaksudkan untuk me.mpe.rce.pat pe.njualan obye.k Hak Tanggungan de.ngan harga pe.njualan te.rtinggi.” 

Undang-undang se.be.narnya te.lah me.mbe.rikan pe.rlindungan te.rhadap De.bitur Pe.milik Jaminan te.rkait 

de.ngan harga jual obye.k Hak Tanggungan de.ngan me.mbe.rikan pe.luang untuk dapat me.lakukan pe.njualan 

obye.k Hak Tanggungan de.ngan me.lalui pe.njualan di bawah tangan apabila dirasa pe.njualan me.lalui pe.le.langan 

umum dipe.rkirakan tidak akan me.nghasilkan harga te.rtinggi, pe.njualan obye.k Hak Tanggungan yang 

dilaksanakan di bawah tangan dimaksudkan untuk me.ndapatkan harga te.rtinggi yang dapat me.nguntungkan 

se.mua pihak. 

 

KESIMPULAN  

 Pe.nye.le.saian se.ngke.ta e.kse.kusi le.lang hak tanggungan di Indone.sia dapat dise.le.saikan de.ngan 

me.ngajukan gugatan Pe.rbuatan Me.lawan Hukum (PMH) ke. Pe.ngadilan Ne.ge.ri, se.bagaimana dimaksud dalam 

ke.te.ntuan Pasal 1365 KUH Pe.rdata. Pe.rlindungan hukum yang dibe.rikan Pasal 1365 KUH Pe.rdata ke.pada 
De.bitur Pe.milik Jaminan yang dirugikan ole.h Kre.ditur adalah de.ngan me.ngajukan gugatan PMH untuk 

me.minta ganti ke.rugian. Suatu pe.rbuatan me.lawan hukum dalam se.ngke.ta e.kse.kusi le.lang Hak Tanggungan 

me.ncakup pe.nge.rtian PMH dalam arti luas dan se.mpit. Pe.rbuatan me.lawan hukum yang be.rhubungan de.ngan 

dokume.n pe.rsyaratan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan, dapat diartikan PMH dalam pe.nge.rtian se.mpit, kare.na 

langsung me.langgar suatu pe.raturan hukum te.rtulis, se.bagai akibat cacat hukum dalam pe.mbuatan dokume.n 

pe.rsyaratan le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan yang dite.tapkan dalam pe.raturan pe.rundang-undangan. 

Pe.rbuatan me.lawan hukum dalam se.ngke.ta e.kse.kusi le.lang Hak Tanggungan dalam pe.nge.rtian luas, misalnya 

harga yang te.rbe.ntuk me.nurut pe.nggugat te.rlalu re.ndah atau tidak re.alistis se.hingga be.rte.ntangan de.ngan 

ke.patutan dan me.langgar hak pe.milik barang se.rta bertentangan dengan kewajiban hukum si penjual untuk 

mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Upaya 

hukum dapat dilakukan de.bitur pe.milik jaminan dalam pe.nye.le.saian se.ngke.ta le.lang hak tanggungan apabila 
kre.ditur be.ritikad tidak baik, adalah de.ngan me.ngajukan gugatan pe.rbuatan me.lawan hukum atau pe.rlawanan 

te.rhadap le.lang e.kse.kusi Hak Tanggungan yang dilakukan ole.h kre.ditur se.cara me.lawan hukum. Untuk 

pe.mbatalan re.ncana pe.laksanaan le.lang dapat diajukan ke. Pe.ngadilan Ne.ge.ri se.suai de.ngan ke.te.ntuan Pasal 

44 huruf b Pe.raturan Me.nte.ri Ke.uangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023. Untuk gugatan pe.mbatalan risalah 

le.lang diajukan ke. Pe.ngadilan Ne.ge.ri bukan ke. Pe.ngadilan Tata Usaha Ne.gara kare.na Risalah Le.lang bukan 

me.rupakan Surat Ke.putusan Tata Usaha Ne.gara kare.na hanya se.ke.dar Be.rita Acara Pe.laksanaan Le.lang, jadi 

tidak me.me.nuhi pe.rsyaratan Ke.putusan Tata Usaha Ne.gara se.bagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No. 

5 tahun 1986. Dalam pe.ngajuan gugatan pe.rbuatan me.lawan hukum dalam se.ngke.ta le.lang e.kse.kusi Hak 

Tanggungan ke. Pe.ngadilan Ne.ge.ri, Pe.ngugat harus dapat me.mbuktikan bahwa dirinya dirugikan ole.h kre.ditur 

yang te.lah me.ne.tapkan nilai limit yang le.bih re.ndah dari pada laporan hasil pe.nilaian ole.h pe.nilai publik. 

Tujuan upaya hukum se.lain me.mpe.role.h ke.pastian hukum, juga untuk me.me.nuhi rasa ke.adilan.  
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